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IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN 

PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN 

MINAHASA SELATAN 

  Arpi R. Rondonuwu 

 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

dalam pelkasanaan pelayanan publik bidang pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat Kabupaten Minahasa 

Selatan. 

Prinsip-prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance yaitu pemahaman atas 

prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu 

pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur 

prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance 

menurut UNDP (UNDP, 1997)  sebagaimana tertera berikut ini : Partisipasi Masyarakat, Tegaknya 

Supremasi Hukum, Transparansi, peduli pada Stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, 

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dalam penelitian ini 

diarahkan pada pelayanan bidang pendidikan yang merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang oleh 

pemerintah yang merupakan pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat.  

Metode yang digunakan dalam penulisan ini  adalah metode deskriptif. Fokus penelitian yaitu : 

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelakasanaan pelayanan publik bidang pendidikan 

di Kecamatan  Amurang Barat. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf kantor UPT Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan  Amurang Barat, serta tokoh-tokoh masyarakat, guru, 

pelajar/siswa dan mahasiswa jumlahnya 15 orang. Analisis yang digunakan dengan mendeskripsikan 

menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang ada. 

  Hasil penelitian bahwa implementasi prinsip partisipasi masyarakat  dalam pelaksanaan pelayanan 

publik bidang pendidikan terlihat bahwa sekolah sudah menunjukan suatu keberhasilan yang baik, Penerapan 

prinsip  supremasi hukum  terlihat  sekolah dan para guru sudah lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan,  

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekolah sudah lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan sesuai  

aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku  yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di 

Kecamatan  Amurang Barat. Selain keberhasilan masih terlihat kendala kendala, hal ini terjadi pada 

kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan  pelaksanaan pendidikan yaitu yang berkaitran dengan 

pemberian berasiswa, administrasinya harus lebih transparan, masih ada pegawai yang bersifat tertutup dalam 

memberikan informasi pelayanan publik. Pemerintah Kecamatan  Amurang Barat Kabupaten Minahasa 

Selatan dapat meningkatkan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

selalu berkomitmen untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan menerapkan 

pelaksanaan pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk mempengaruhi 

pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya melalui peningkatan bidang 

pendidikan.  

 

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Pendidikan 

 

PENDAHULUAN 

Peranan camat dalam mewujudkan 

penerapan prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik untuk menciptakan atau 

mewujudkan kinerja organisasi yang 

diharapkan sangat dibutuhkan. Dalam 

penelitian ini peneliti mengkaji pada 

pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik dalam pelayanan publik pada 

bidang pendidikan di Kecamatran 

Amurang Barat Kabupaten Minahasa 

Selatan. Dalam pelaksanaan  pelayanan 
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publik pada bidang pendidikan masih terlihat  

kekurangannya, hal  tersebut dapat dilihat 

dari lambatnya pengurusan pelayanan publik 

yang berkaitan dengan pelayanan bidang 

pendidikan di tingkat kecamatan.  

Implementasi atau penerapan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik perlu terus 

ditingkatkan pelaksanaannya di Kecamatan  

Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. 

Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik dalam 

pelakasanaan pelayanan publik bidang 

pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat, 

perlu diadakan suatu penelitian ilmiah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik dalam pelkasanaan pelayanan publik 

bidang pendidikan di Kecamatan  Amurang 

Barat Kabupaten Minahasa Selatan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep  Good Governance 

Good dalam good governance 

mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, 

nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau 

kehendak rakyat dan nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam 

pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan 

sosial. Kedua, aspek fungsional dari 

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan 

tersebut (Sedarmayanti, 2003:6). 

Sarundajang dalam bukunya 

Birokrasi Dalam Otonomi Daerah 

(Sarundajang, 2005:152) menjelaskan bahwa 

tata pemerintahan yang baik atau good 

governance dewasa ini sedang menjadi acuan 

dalam mencari perbaikan organisasi sesuai 

dengan tuntutan reformasi. Tata 

pemerintahan yang baik merupakan sebuah 

konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan 

secara teratur dalam ilmu politik, terutama 

ilmu pemerintahan dan administrasi publik. 

Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-

konsep dan terminologi demokrasi, 

masyarakat madani (civil society), partisipasi 

rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

Sarundajang pula merumuskan bahwa istilah 

governance menunjukkan suatu proses di 

mana rakyat bisa mengatur ekonominya, 

institusi dan sumber-sumber sosial dan 

politiknya tidak hanya dipergunakan untuk 

pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan 

kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan 

rakyatnya. 

Prinsip-prinsip good governance. 

Kunci utama memahami good governance 

yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip di 

dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini 

akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu 

pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan 

bisa dinilai bila ia telah bersinggungan 

dengan semua unsur prinsip-prinsip good 

governance. Menyadari pentingnya masalah 

ini, prinsip-prinsip good governance menurut 

UNDP (UNDP, 1997)  sebagaimana tertera 
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berikut ini : Partisipasi Masyarakat, 

Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, 

peduli pada Stakeholder, berorientasi pada 

konsensus, kesetaraan, efektivitas dan 

efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.  

B. Konsep Pelayanan Publik 

 Dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 dikemukakan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

 Pelayanan publik dalam penelitian 

ini diarahkan pada pelayanan bidang 

pendidikan yang merupakan salah satu jenis 

pelayanan publik yang oleh pemerintah yang 

merupakan pemberian pelayanan kepada 

publik atau masyarakat.  

 Pelayanan publik model baru harus 

bersifat non-diskriminatif  sebagaimana yang 

dimaksud oleh dasar teoritis yang digunakan, 

yaitu teori demokrasi yang menjamin adanya 

persamaan warga tanpa membedakan asal 

usul , suku, ras, etnik, agama, dan latar 

belakang kepartaian. Artinya setiap 

warganegara diperlakukan secara sama ketika 

berhadapan dengan birokrasi publik dalam  

menerima layanan sepanjang syarat yang 

ditentukan terpenuhi. Hubungan yang terjadi 

antara birokrat publik dengan warga negara 

adalah hubungan impersonal sehingga 

terhindar dari nepotisme dan promordialisme. 

( Google.com, Wikipedia.com Pelayanan 

Publik) 

C. Konsep Pendidikan 

Menurut Prof. Richey dalam 

bukunya dalam (Dewantara Hajar 1977 : 38) 

menyatakan: Istilah 'Pendidikan' berkenaan 

dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan 

dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat 

terutama membawa warga masyarakat yang 

baik (generasi baru) bagi penuaian kewajiban 

dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. 

Menurut S. Brojonegoro dalam 

Dewantara Hajar (1977: 38) pendidikan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Pendidikan 

adalah tuntutan kepada manusia yang belum 

dewasa untuk menyiapkan dirinya agar dapat 

memenuhi sendiri tugas hidupnya. 

Menurut UU No. 2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pendidikan merupakan usaha Sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran bagi peranannya di 

masa datang. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini  adalah metode deskriptif. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 

Implementasi atau penerapan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik dalam pelakasanaan 

pelayanan publik bidang pendidikan di 

Kecamatan  Amurang Barat. Pelaksanaan 
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prinsip good governance   : Pelaksanaan 

Good Governance adalah sebagai tata 

pemerintahan yang baik peneliti 

memfokuskan pada indikator dilihat dari : 

penerapan prinsip partisipasi masyarakat, 

prinsip supremasi hukum, prinsip 

transparansi,  dalam pelaksanaan tugas pada 

penyelenggaraan bidang pendidikan di 

Kecamatan  Amurang Barat. Informan dalam 

penelitian ini adalah pimpinan dan staf kantor 

UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 

Raga Kecamatan  Amurang Barat, serta 

tokoh-tokoh masyarakat, guru, pelajar/siswa 

dan mahasiswa di Kecamatan  Amurang 

Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang 

jumlahnya 15 orang. Untuk mengumpulkan 

data primer disiapkan pedoman wawancara 

atau daftar pertanyaan, pengumpulan data 

dilakukan dengan melakukan wawancara 

bebas maupun wawancara mendalam kepada 

sampel  informan. Sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui pencatatan atau pengisian 

formulir pada kantor Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah Raga Kecamatan  

Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, 

buku - buku referensi, internet, dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

judul penelitian. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan 

menggambarkan keadaan objek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta 

yang ada. Dalam bentuk uraian dan  dengan 

memberikan interpretasi. Penafsiran 

berdasarkan hasil wawancara langsung yang 

dilakukan dengan sampel informan yang ada. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penerapan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik dalam pelkasanaan 

pelayanan publik bidang pendidikan di 

Kecamatan  Amurang Barat yang berkaitan 

dengan indikatornya dilihat dari : penerapan 

prinsip partisipasi masyarakat, prinsip 

supremasi hukum, prinsip transparansi. Hasil 

penelitian bahwa informan menyatakan 

penerapan prinsip  supremasi hukum    dalam 

pelkasanaan pelayanan publik bidang 

pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat 

Kabupaten Minahasa Selatan karena dalam  

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

aparatur pemerintah pada penyelenggaraan 

pendidikan terlihat ada kominmen untuk 

meningkatkan derajat pendidikan 

masyarakat. Hal ini terlihat dari penerapan 

 prinsip partisipasi masyarakat     

dalam pelkasanaan pelayanan publik bidang 

pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat 

Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini terlihat 

dari pelkasanaan pelayanan publik bidang 

pendidikan bahwa sekolah sudah menunjukan 

suatu keberhasilan yang baik;  dalam hal ini  

para guru memberikan  membuka 

kesempatan kepada orang tua murid untuk 

dapat memberikan partisipasi dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar di 

sekolah.  Juga penerapan prinsip  supremasi 

hukum    dalam pelkasanaan pelayanan 

publik bidang pendidikan di Kecamatan  

Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. 

Sekolah sudah lebih baik dalam menerapkan 

aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang 
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berlaku  yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat. 

Penerapan prinsip transparansi,     dalam 

pelkasanaan pelayanan publik bidang 

pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat 

Kabupaten Minahasa Selatan bahwa sekolah 

sudah lebih transparan dalam menyampaikan 

kebijakan sesuai  aturan-aturan,  ketentuan-

ketentuan yang berlaku  yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pendidikan di 

Kecamatan  Amurang Barat.  

 Keberhasilan tersebut memberikan 

kontribusi terhadap realisasi anggaran 

pendidikan yang berasal  dari dana APBN 

maupun dari dana APBD. Dalam 

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan  

pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya melalui peningkatan 

bidang pendidikan masyarakat ada 

kendalanya, dari hasil penelitian terhadap 

para informan mengemukakan bahwa 

kendalanya yaitu relatif kurangnya anggaran 

pendidikan seingga masih banyak siswa dan 

mahasiswa yang berprestasi belum dapat 

memperoleh kesempatan memperoleh 

bantuan dana pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi.  

 Selain keberhasilan pelaksanaan 

pelayanan publik yang terlihat dari hasil 

penelitian, masih terlihat kendala kendala 

yang menghambat pelayanan publik dilihat 

dari pelaksanaan  beberapa prinsip 

pelaksanaan pemerintahan yang baik yakni 

terjadi pada kebijakan yang dilaksanakan 

berkaitan dengan  pelaksanaan pendidikan 

yaitu yang berkaitran dengan pemberian 

berasiswa yang dialokasikan untuk para 

mahasiswa yang berasal dari Kabupaten 

Minahasa Selatan tetapi administrasinya 

harus lebih transparan, ada pegawai yang 

bersifat tertutup dalam memberikan informasi 

pelayanan publik misalnya tentang beasiswa, 

waktu penyelesaian pekerjaan dan 

pembiayaan.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan  prinsip partisipasi 

masyarakat     dalam pelkasanaan 

pelayanan publik bidang pendidikan 

terlihat bahwa sekolah sudah menunjukan 

suatu keberhasilan yang baik  dalam hal 

ini  para guru memberikan  membuka 

kesempatan kepada orang tua murid untuk 

dapat memberikan partisipasi dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar di 

sekolah.   

2. Penerapan prinsip  supremasi hukum    

dalam pelkasanaan pelayanan publik 

bidang pendidikan pihak Kantor Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah Raga Kecamatan  

Amurang Barat, Sekolah dan para guru 

sudah lebih baik dalam menerapkan 

aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang 

berlaku  yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pendidikan di Kecamatan  

Amurang Barat.  

3. Penerapan prinsip transparansi,  sekolah 

sudah lebih transparan dalam 

menyampaikan kebijakan sesuai  aturan-

aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku  
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yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pendidikan di Kecamatan  Amurang 

Barat.  

4. Selain keberhasilan pelaksanaan 

pelayanan publik yang terlihat dari hasil 

penelitian, masih terlihat kendala kendala, 

hal ini terjadi pada kebijakan yang 

dilaksanakan berkaitan dengan  

pelaksanaan pendidikan yaitu yang 

berkaitran dengan pemberian berasiswa 

yang dialokasikan untuk para mahasiswa 

yang berasal dari Kabupaten Minahasa 

Selatan administrasinya harus lebih 

transparan. Dalam pengurusan pelayanan 

kepada masyarakat ada pegawai yang 

bersifat tertutup dalam memberikan 

informasi pelayanan publik misalnya 

tentang beasiswa. Ada pegawai yang 

memberikan pelayanan publik tidak 

seseuai ketentuan-ketentuan  misalnya 

soal waktu penyelesaian pekerjaan dan 

pembiayaan.  

 

B. Saran-saran 

   Pemerintah Kecamatan  Amurang 

Barat Kabupaten Minahasa Selatan dapat 

meningkatkan  pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan selalu berkomitmen 

untuk meningkatkan derajat pendidikan 

masyarakat dengan menerapkan 

pelaksanaan pemerintahan yang baik. 

Masyarakat dapat meningkatkan 

partisipasinya untuk mempengaruhi 

pemerintah dalam membuat kebijakan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

melalui peningkatan bidang pendidikan.  
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